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BAB II

TINJAUAN PUSTAKA
2.1 Pajak

Pajak adalah salah satu sumber penerimaan penting yang akan digunakan untuk membiayai pengeluaran negara baik pengeluaran rutin maupun pengeluaran pembangunan. Pembangunan nasional adalah kegiatan yang berlangsung secara terus menerus dan berkesinambungan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Untuk dapat merealisasikan tujuan tersebut perlu memperhatikan masalah pembiayaan pembangunan.

2.1.1 Pengertian Pajak 

Menurut Siti Resmi dalam buku yang berjudul “Perpajakan” yang mengutip definisi Rochmat Soemitro, Pajak adalah:

“Iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal balik (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan, dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum”. 









         
          (2003:1) 

Kemudian menurut Waluyo dan Wirawan B. Ilyas dalam buku yang berjudul “Perpajakan Indonesia” yang mengutip definisi dari Soeparman Soemahamidjaja, Pajak adalah:
“Iuran wajib berupa uang atau barang yang dipungut oleh penguasa berdasarkan norma-norma hukum, guna menutup biaya produksi barang-barang dan jasa-jasa kolektif dalam mencapai kesejahteraan umum.” 









                      (2000:1)

Dari kedua pengertian di atas ciri-ciri pajak yang dapat disimpulkan adalah:

1. Pajak adalah iuran wajib yang harus dibayar rakyat untuk mengisi kas negara.

2. Pajak dipungut berdasarkan kekuatan undang-undang serta aturan pelaksanaannya sehingga dapat dipaksakan.
3. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi langsung secara individual yang diberikan pemerintah.

4. Pajak digunakan sebagai pengeluaran yang bermanfaat untuk mencapai kesejahteraan umum. 

2.1.2 Fungsi Pajak

Menurut Waluyo dan Wirawan B. Ilyas dalam bukunya “Perpajakan Indonesia”, Fungsi pajak dibedakan menjadi dua fungsi pajak yaitu:

1. Fungsi Penerimaan (Budgetair) 


Pajak berfungsi sebagai sumber dana yang diperuntukan bagi pembiayaan pengeluaran-pengeluaran pemerintah.                


contoh: dimasukannya pajak dalam APBN sebagai penerimaan dalam negeri.

2. Fungsi Mengatur (Reguler)


Pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan di bidang sosial dan ekonomi. Sebagai contoh yaitu dikenakannya pajak yang tinggi terhadap minuman keras, sehingga konsumsi minuman keras dapat ditekan. Demikian pula terhadap barang mewah.




          (2000:8)

2.1.3
Cara Pemungutan Pajak
1. 
Stelsel Pajak


Cara pemungutan pajak dilakukan berdasarkan 3 stelsel:

a.  
Stelsel nyata (riil stelsel)

Pengenaan pajak didasarkan pada objek (penghasilan) yang nyata, sehingga pemungutannya baru dapat dilakukan pada akhir tahun pajak, yakni setelah penghasilan yang sesungguhnya telah dapat diketahui. Kelebihan stelsel ini adalah pajak yang dikenakan lebih realistis. Kelemahannya adalah pajak baru dapat dikenakan pada akhir periode (setelah penghasilan riil diketahui).

b.    Stelsel anggapan (fictieve stelsel)

Pengenaan pajak didasarkan pada suatu anggapan yang diatur oleh undang-undang. Misalnya, penghasilan suatu tahun dianggap sama dengan tahun sebelumnya sehingga awal tahun sudah dapat ditetapkan besarnya pajak. Kelebihan stelsel ini adalah pajak dapat dibayar selama tahun berjalan, tanpa harus menunggu pada akhir tahun. Kelemahannya adalah pajak yang dibayar tidak berdasarkan pada keadaan yang sesungguhnya.

c.    Stelsel campuran
Stelsel ini merupakan kombinasi antara stelsel nyata dan stelsel anggapan. Pada awal tahun, besarnya pajak dihitung berdasarkan suatu anggapan, kemudian pada akhir tahun besarnya pajak disesuaikan dengan keadaan yang sebenarnya. Apabila besarnya pajak menurut kenyataan lebih besar dari pada pajak menurut anggapan, maka wajib pajak harus menambah kekurangannya. Demikian pula sebaliknya apabila lebih kecil maka kelebihannya dapat diminta kembali.

2.
Sistem Pemungutan Pajak 

Sistem pemungutan pajak dapat dibagi menjadi:

a. Official Assessment System

Adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pemerintah (fiscus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang.

b. Self Assessment System
Adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang, kepercayaan, tanggung jawab kepada wajib pajak untuk menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang harus dibayar.
c.  
Withholding System
Adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga untuk memotong atau memungut besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak.

3.
Asas Pemungutan Pajak Lainnya 


Terdapat tiga asas yang digunakan untuk memungut pajak:

a.    Asas Tempat Tinggal



Negara mempunyai hak untuk memungut atas seluruh penghasilan wajib pajak berdasarkan tempat tinggal wajib pajak.



Wajib pajak yang bertempat tinggal di Indonesia dikenakan pajak atas penghasilan yang diterima atau diperoleh berasal dari Indonesia atau berasal dari luar negeri (Pasal 4 Undang-undang Pajak Penghasilan).

b.    Asas Kebangsaan



Pengenaan pajaknya dihubungkan dengan kebangsaan suatu negara. Asas ini diberlakukan kepada setiap orang asing yang bertempat tinggal di Indonesia untuk membayar pajak.

c.    Asas Sumber



Negara mempunyai hak untuk memungut pajak atas penghasilan yang bersumber dari suatu negara yang memungut pajak. Dengan demikian wajib pajak menerima atau memperoleh penghasilan dari Indonesia dikenakan pajak di Indonesia tanpa memperhatikan tempat tinggal wajib pajak.
2.1.4
Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)



Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) adalah identitas tunggal wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan.   
Fungsi NPWP adalah:

a. Sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas wajib pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya, oleh karena itu kepada setiap wajib pajak hanya diberikan satu Nomor Pokok Wajib Pajak.

b. Dipergunakan untuk menjaga ketertiban dalam pembayaran pajak dan sebagai pengawasan administrasi perpajakan bagi aparatur pajak.

Jangka waktu pendaftaran NPWP adalah:

a. Wajib Pajak Badan atau Orang Pribadi Usahawan, paling lambat 1 (satu) bulan setelah saat usaha mulai dijalankan;

b. Wajib Pajak Non-Usahawan, paling lambat pada akhir bulan berikutnya apabila sampai dengan suatu bulan dalam tahun buku memperoleh penghasilan yang melebihi PTKP.

Syarat-syarat untuk mendapatkan NPWP:

1. Untuk Orang Pribadi Non-Usahawan, melampirkan fotokopi:

· Akte pendirian, KTP (keterangan domisili), Kartu Keluarga, SIM, Paspor;

· Surat keterangan tempat bekerja;

· Surat Kuasa (apabila dikuasakan).

2. Untuk Orang Pribadi Usahawan, melampirkan fotokopi:

· Akte pendirian, KTP, Kartu Keluarga, SIM, Paspor;

· Surat Izin Usaha dan atau keterangan tempat usaha;

· Surat keterangan domisili;

· Surat Kuasa (apabila dikuasakan).

2.1.5
Sanksi-Sanksi Perpajakan Bagi Wajib Pajak Orang Pribadi



Sanksi-sanksi perpajakan bagi wajib pajak orang pribadi dapat berupa sebagai berikut:
1. Sanksi Administrasi bagi Wajib Pajak Orang Pribadi, PPh:
a) Denda, sebesar:

· Rp. 50.000,00 apabila Surat Pemberitahuan (SPT) masa tidak disampaikan atau disampaikan tidak sesuai dengan batas waktu;

· Rp 100.000,00 apabila SPT Tahunan tidak disampaikan atau disampaikan tidak sesuai dengan batas waktu yaitu lambat tiga bulan setelah akhir tahun pajak.

b) Bunga, sebesar:

· 2% sebulan untuk selama-lamanya 24 bulan atas jumlah pajak yang terutang tidak atau kurang bayar;

· 2% sebulan dari pajak yang kurang bayar dalam hal wajib pajak diperbolehkan mengangsur atau menunda pembayaran pajak;

· 48% dari jumlah pajak yang tidak atau kurang bayar, dalam hal WP setelah jangka waktu sepuluh tahun dipidana karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;

· 2% sebulan dihitung dari jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran dan bagian dari bulan dihitung penuh satu bulan, apabila pembayaran atau penyetoran yang terutang untuk suatu saat atau masa dilakukan setelah jatuh tempo pembayaran atau penyetoran.

c) Kenaikan, sebesar:
· 50% dari PPh yang tidak atau kurang bayar dalam satu tahun pajak akibat SPT tidak disampaikan dalam jangka waktu yang telah ditentukan dan setelah ditegur secara tertulis tidak disampaikan pada waktunya sebagaimana ditentukan dalam Surat Teguran;

· 100% dari jumlah PPh yang tidak atau kurang dipotong, tidak atau kurang dipungut, tidak atau kurang disetorkan, dan dipotong atau dipungut tetapi tidak atau kurang disetorkan;

· 100% dari jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan dalam hal ditemukan data baru dan atau data yang semula belum terungkap dari WP yang menyebabkan penambahan jumlah pajak yang terutang.

2. Sanksi Pidana Wajib Pajak Orang Pribadi
a) Karena alpa:

· Tidak menyampaikan SPT; atau

· Menyampaikan SPT, tetapi isinya tidak benar atau tidak lengkap, atau melampirkan keterangan yang isinya tidak benar, sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara, diancam dengan pidana kurungan selama-lamanya satu tahun dan denda            setinggi-tingginya dua kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar.

b) Dengan sengaja wajib pajak orang pribadi:
· Tidak mendaftarkan diri, atau menyalahgunakan atau menggunakan tanpa hak NPWP atau Nomor Pengukuhan PKP; atau

· Tidak menyampaikan SPT; atau

· Menyampaikan SPT dan atau keterangan yang isinya tidak benar atau tidak lengkap; atau

· Memperlihatkan pembukuan, pencatatan, atau dokumen lain yang palsu atau dipalsukan seolah-olah benar; atau

· Tidak menyelenggarakan pembukuan atau pencatatan, tidak memperlihatkan atau tidak meminjamkan buku, catatan, atau dokumen lainnya; atau

· Tidak menyetorkan pajak yang telah dipotong atau dipungut, sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara, diancam dengan pidana penjara selama-lamanya enam tahun dan denda              setinggi-tingginya  empat kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar.

2.2 Surat Pemberitahuan (SPT)
2.2.1 Pengertian Surat Pemberitahuan (SPT)


Siti Resmi dalam bukunya yang berjudul “Perpajakan” mengatakan bahwa:

“Surat Pemberitahuan (SPT) adalah surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan atau pembayaran pajak, objek pajak dan atau bukan objek pajak dan atau harta dan kewajiban, menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.” 









        (2003:28)
Fungsi SPT menurut Penjelasan Pasal 3 ayat 1 UU No. 16 Tahun 2000, adalah:
1. Bagi Wajib Pajak Penghasilan, SPT PPh berfungsi sebagai sarana untuk:
a. Melaporkan dan mempertanggungjawabkan penghitungan jumlah pajak yang sebenarnya terutang;
b. Melaporkan pembayaran atau pelunasan pajak yang telah dilaksanakan sendiri dan atau melalui pemotongan atau pemungutan pihak lain dalam 1 (satu) tahun pajak atau bagian tahun pajak;
c. Melaporkan penghasilan yang merupakan objek pajak dan atau bukan objek pajak, harta, dan kewajiban;
d. Melaporkan pembayaran dari pemotong atau pemungut tentang pemotongan atau pemungutan pajak orang pribadi atau badan lain dalam 1 (satu) masa pajak.
2. Bagi Pengusaha Kena Pajak, SPT PPN berfungsi sebagai sarana untuk:
a. Melaporkan dan mempertanggungjawabkan penghitungan jumlah Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah yang sebenarnya terutang;
b. Melaporkan pengkreditan pajak masukan terhadap pajak keluaran;
c. Melaporkan pembayaran atau pelunasan pajak yang telah dilaksanakan sendiri oleh pengusaha kena pajak dan atau melalui pihak lain dalam satu masa pajak;

d. Melaporkan dan mempertanggungjawabkan pajak yang dipotong atau dipungut dan disetorkan.
3. Bagi Pemotong atau Pemungut Pajak, SPT berfungsi sebagai sarana untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan pajak yang dipotong atau dipungut dan disetorkannya. 
2.2.2 Bahasa dan Mata Uang yang Dipergunakan dalam SPT Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi


SPT Tahunan dan lampiran-lampirannya, termasuk Laporan Keuangan (Neraca dan Laporan Laba Rugi) serta keterangan/penjelasan lainnya yang disampaikan bersama SPT Tahunan harus diisi dengan menggunakan Bahasa Indonesia dan mata uang rupiah.


Bagi wajib pajak yang diperkenankan menggunakan Bahasa Inggris dan dalam pembukuannya sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 543/KMK.04/2000 tanggal 22 Desember 2000, dapat menyusun Laporan Keuangan dengan menggunakan Bahasa Inggris.

2.2.3
Batas Waktu, Tempat, Cara Penyampaian SPT Tahunan Pajak Penghasilan dan Batas Waktu Pelunasan Pajak yang Terutang
a) Batas waktu pelaporan SPT Tahunan paling lambat tanggal tiga puluh satu  bulan ketiga setelah akhir tahun pajak (31 Maret setelah akhir tahun pajak berakhir)

b) Tempat penyampaian SPT

SPT Tahunan harus disampaikan ke Kantor Pelayanan Pajak/Kantor Penyuluh Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tinggal wajib pajak yang bersangkutan

c) Cara penyampaian SPT

Penyampaian SPT Tahunan dapat dilakukan dengan cara:

· Disampaikan langsung ke Kantor Pelayanan Pajak/Kantor Penyuluh Pajak atas penyampaian SPT tersebut wajib pajak menerima tanda bukti penerimaan.

· Disampaikan melalui Kantor Pos dan Giro secara tercatat atau cara lain yang diatur dengan Keputusan Direktur Jenderal Pajak.

· Disampaikan melalui jasa ekspedisi atau jasa kurir yang ditunjuk oleh Direktur Jenderal Pajak dan tanda bukti serta tanggal penerimaan dianggap sebagai tanda bukti dan tanggal penerimaan SPT sepanjang SPT tersebut telah lengkap.

d) Batas waktu pelunasan/pembayaran PPh  Pasal 29
· Paling lambat tanggal 25 bulan ketiga setelah tahun pajak berakhir bagi wajib pajak yang tahun pajaknya sama dengan tahun takwin yaitu tanggal 25 Maret.

· Paling lambat tanggal 25 bulan ketiga setelah tahun buku berakhir bagi wajib pajak yang tahun pajaknya tidak sama dengan tahun takwin yaitu tanggal 25 Maret.



Wajib pajak dapat mengajukan permohonan perpanjangan jangka waktu penyampaian surat pemberitahuan tahunan dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan. Permohonan perpanjangan SPT tersebut disampaikan secara tertulis disertai surat pernyataan mengenai penghitungan sementara pajak terutang dalam 1 (satu) tahun pajak dan bukti pelunasan kekurangan pembayaran pajak terutang. Apabila SPT tidak disampaikan sesuai batas waktunya atau batas waktu perpanjangan penyampaian SPT Tahunan, akan diterbitkan Surat Teguran.


Surat pemberitahuan dianggap tidak disampaikan apabila tidak ditandatangani pihak yang berwenang menurut peraturan perpajakan atau tidak sepenuhnya dilampiri keterangan atau dokumen yang telah diterapkan.

2.2.4
Wajib Pajak yang dikecualikan dari kewajiban SPT

Wajib pajak tertentu yang dikecualikan dari kewajiban menyampaikan SPT adalah:
a. Wajib pajak orang pribadi yang penghasilan netonya tidak melebihi jumlah penghasilan tidak kena pajak. Wajib pajak ini dikecualikan dari kewajiban menyampaikan SPT Masa PPh Pasal 25 dan SPT Tahunan PPh.

b. Wajib pajak orang pribadi yang tidak menjalankan usaha atau melakukan pekerjaan bebas. Wajib pajak ini dikecualikan dari kewajiban menyampaikan SPT Masa PPh Pasal 25.


Setelah tahun pajak berakhir, wajib pajak orang pribadi harus mengisi SPT Pajak Penghasilan dengan benar, lengkap dan jelas sesuai dengan ketentuan       UU Pajak Penghasilan beserta peraturan pelaksanaan yang berlaku. Selanjutnya SPT Tahunan tersebut harus disampaikan ke Kantor Pelayanan Pajak tempat wajib pajak terdaftar.

Formulir yang digunakan untuk SPT Tahunan wajib pajak orang pribadi adalah 1770 dan 1770 S. Formulir 1770 digunakan untuk wajib pajak orang pribadi sebagai pegawai yang bekerja pada pemberi kerja (Instansi/Perusahaan) dan mempunyai pekerjaan bebas. Sedangkan Formulir 1770 S digunakan untuk wajib pajak orang pribadi hanya mendapat penghasilan dari Instansi/Perusahaan dan tidak mempunyai pekerjaan bebas.

2.3 Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi
2.3.1 Pengertian Pajak Penghasilan

Menurut Siti Resmi dalam bukunya “Perpajakan”, Pajak Penghasilan adalah:


“Pajak yang dikenakan terhadap subjek pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam suatu tahun pajak”. 










        (2003:74)


Dari definisi di atas untuk memahami pajak penghasilan secara mudah, sebaiknya kita lebih dahulu mempelajari siapa saja subjek pajak serta objek pajak PPh. Pemahaman kedua hal tersebut penting karena tidak semua orang atau badan di Indonesia dikenakan PPh dan tidak semua jenis penghasilan dikenakan PPh.

1.

Subjek Pajak


Menurut Siti Resmi dalam bukunya “Perpajakan”, Subjek Pajak adalah:

“Segala sesuatu yang mempunyai potensi untuk memperoleh penghasilan dan menjadi sasaran untuk dikenakan pajak penghasilan.”









        (2003:74) 


Undang-undang Pajak penghasilan di Indonesia mengatur pengenaan Pajak Penghasilan terhadap subjek pajak berkenaan dengan penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam tahun pajak. Subjek pajak akan dikenakan pajak penghasilan apabila menerima atau memperoleh penghasilan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Jika subjek pajak telah memenuhi kewajiban pajak secara objektif  maupun subjektif maka disebut wajib pajak. 
A.
Subjek Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri dan Subjek Pajak Luar Negeri


Terdapat 2 (dua) subjek pajak orang pribadi yaitu subjek pajak orang pribadi dalam negeri dan luar negeri. Kejelasan status seseorang, apakah ia termasuk subjek pajak dalam negeri atau luar negeri menjadi penting karena terdapat perbedaan tarif pajak antara kedua subjek tersebut.

Pasal 2 ayat 2 UU No. 17 Tahun 2000 membedakan subjek pajak menjadi subjek pajak dalam negeri dan subjek pajak luar negeri:

a. 
Yang dimaksud dengan subjek pajak dalam negeri adalah:

· Orang pribadi yang bertempat tinggal di Indonesia atau orang pribadi yang berada di Indonesia lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, atau orang pribadi yang dalam suatu tahun pajak mempunyai niat untuk bertempat tinggal di Indonesia;

· Badan yang didirikan atau tempat kedudukan di Indonesia;

· Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan, menggantikan yang berhak.

b.
Yang dimaksud dengan subjek pajak luar negeri adalah:

· Orang pribadi yang bertempat tinggal di Indonesia atau orang pribadi yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, dan badan yang tidak didirikan atau tidak bertempat kedudukan di Indonesia yang menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia;

· Orang pribadi yang bertempat tinggal di Indonesia atau orang pribadi yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, dan badan yang tidak didirikan atau tidak bertempat kedudukan di Indonesia yang dapat menerima atau memperoleh penghasilan di Indonesia bukan dari menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia.


Perbedaan yang penting antara subjek Pajak Luar Negeri dan Subjek Pajak Dalam Negeri adalah: 

a. Subjek Pajak Dalam Negeri dikenakan pajak atas penghasilan yang diterima dari Indonesia dan dari luar Indonesia (asas domisili), sedangkan subjek pajak Luar Negeri dikenakan pajak atas penghasilan yang berasal dari Indonesia saja (asas sumber);

b. Subjek Pajak Dalam Negeri dikenakan pajak berdasar penghasilan neto (yaitu penghasilan bruto dikurangi dengan pengurang yang diperkenankan), kecuali untuk jenis penghasilan tertentu, sedangkan subjek pajak Luar Negeri dikenakan pajak berdasar penghasilan bruto;

c. Subjek Pajak Dalam Negeri menghitung besar pajak penghasilan terutang dengan menggunakan tarif umum (tarif Pasal 17 UU PPh) atau tarif khusus untuk jenis penghasilan tertentu, sedangkan subjek pajak Luar Negeri menggunakan tarif sepadan yaitu 20% (Pasal 26 UU PPh);

d. Subjek Pajak Dalam Negeri wajib menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan sebagai dasar untuk menetapkan pajak terutang dalam suatu tahun pajak, sedangkan subjek pajak Luar Negeri tidak wajib menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan karena kewajiban pajaknya dipenuhi melalui pemotongan pajak yang bersifat final.
B.
Pengecualian Subjek Pajak Orang Pribadi



Terdapat beberapa orang yang walaupun tinggal di Indonesia lebih dari 183 hari dalam 1 tahun tetapi tidak dianggap sebagai subjek pajak. Mereka ini tidak dikenakan pajak.

a. Badan perwakilan negara asing;

b. Pejabat-pejabat perwakilan diplomatik dan konsulat atau penjabat lain dari negara asing, dan orang-orang yang diperbantukan kepada mereka yang bekerja pada dan bertempat tinggal bersama-sama mereka, dengan syarat bukan WNI dan di Indonesia tidak menerima atau memperoleh penghasilan lain di Indonesia, serta negara yang bersangkutan memberikan perlakuan timbal balik;
c. Organisasi-organisasi internasional yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan, dengan syarat:
· Indonesia menjadi anggota organisasi tersebut;

· Tidak menjalankan usaha atau kegiatan lain untuk memperoleh penghasilan dari Indonesia selain pemberian pinjaman kepada pemerintah yang dananya berasal dari iuran para anggota.

d. Pejabat-pejabat perwakilan organisasi internasional yang ditetapkan oleh Menteri keuangan dengan syarat bukan WNI dan tidak menjalankan usaha atau melakukan kegiatan atau pekerjaan lain untuk memperoleh penghasilan di Indonesia;
e. Kerja sama Teknik

Yaitu memberi manfaat kepada Pemerintah Indonesia dan tidak menjalankan usaha atau kegiatan di Indonesia.

2.

Objek Pajak



Yang menjadi objek pajak adalah Penghasilan. Menurut Siti Resmi dalam bukunya “Perpajakan”, Penghasilan adalah:

“Setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak baik berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai sebagai konsumsi atau untuk menambah kekayaan wajib pajak yang bersangkutan, dengan nama atau bentuk apa pun”.










        (2003:78)

Pengertian penghasilan ini mempunyai arti bahwa pajak dikenakan atas setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperboleh wajib pajak dari manapun asalnya yang dapat dipergunakan untuk menambah konsumsi atau menambah kekayaan wajib pajak tersebut.

A.
Penghasilan yang Merupakan Objek Pajak 

Dilihat dari mengalirnya tambahan kemampuan ekonomis kepada wajib pajak, penghasilan dapat dikelompokkan menjadi:

a. Penghasilan dari pekerjaan dalam hubungan kerja dan pekerjaan bebas;

b. Penghasilan dari usaha dan kegiatan;
c. penghasilan dari modal atau penggunaan harta;

d. penghasilan lain-lain.


Jenis penghasilan yang dikenakan pajak atau disebut Objek Pajak sesuai dengan Pasal 4 ayat (1) UU PPh dikelompokkan sebagai berikut:

a. Penggantian atau imbalan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh termasuk gaji, upah, tunjangan, honorarium, komisi, bonus, gratifikasi, uang pensiun, atau imbalan dalam bentuk lainnya, kecuali ditentukan lain dalam undang-undang;

b. Hadiah dari undian atau pekerjaan atau kegiatan dan penghargaan;

c. Laba usaha;

d. Keuntungan karena penjualan atau pengalihan harta termasuk:

· Keuntungan karena pengalihan harta kepada perseroan, persekutuan, dan badan lainnya sebagai pengganti saham atau penyertaan modal;

· Keuntungan yang diperboleh perseroan, persekutuan, dan badan lainnya karena pengalihan harta kepada pemegang saham, sekutu, atau anggota;

· Keuntungan karena likuidasi, penggabungan, peleburan, pemekaran, pemecahan, atau pengambilalihan usaha;

· Keuntungan karena pengalihan harta berupa hibah, bantuan atau sumbangan, kecuali diberikan kepada keluarga sedarah semenda dalam garis keturunan lurus satu derajat, dan badan keagamaan atau badan pendidikan atau badan sosial atau pengusaha kecil termasuk koperasi yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan, sepanjang tidak ada hubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan atau penguasaan antara pihak-pihak yang bersangkutan; 

e. Penerimaan kembali pembayaran pajak yang telah dibebankan sebagai biaya;
f. Bunga termasuk premium, diskonto dan imbalan lain karena jaminan pengembalian utang;

g. Dividen dengan nama dan dalam bentuk apa pun, termasuk dividen dari perusahaan asuransi kepada pemegang polis, dan pembagian sisa hasil usaha koperasi;

h. Royalti;

i. Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta;

j. Penerimaan atau perolehan pembayaran berkala;

k. Keuntungan karena pembebasan utang, kecuali sampai dengan jumlah tertentu yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah;

l. Keuntungan karena selisih kurs mata uang asing;

m. Selisih lebih karena penilaian kembali aktiva;

n. Premi asuransi;

o. Iuran yang diterima atau diperoleh perkumpulan dari anggotanya yang terdiri dari wajib pajak yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas;

p. Tambahan kekayaan neto yang berasal dari penghasilan yang belum dikenakan pajak.

B.
Penghasilan yang Bukan Merupakan Objek Pajak


Berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat 3 Undang-undang Nomor 17 Tahun 2000, terhadap penghasilan-penghasilan tertentu yang diterima atau diperoleh wajib pajak, dikecualikan dari pengenaan pajak penghasilan (bukan merupakan objek pajak). Dikecualikan dari pajak penghasilan menurut ketentuan tersebut adalah:

a.
1)
Bantuan atau sumbangan, termasuk zakat yang diterima oleh badan amil zakat atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh Pemerintah dan para penerima zakat yang berhak;

2)
Harta hibahan yang diterima oleh keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat, dan oleh badan keagamaan atau badan pendidikan atau badan sosial atau pengusaha kecil termasuk koperasi yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan.

Sepanjang tidak ada hubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau penguasaan antara pihak-pihak yang bersangkutan.

b. Warisan;

c. Penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diterma atau diperoleh dalam bentuk natura dan atau kenikmatan dari wajib pajak atau Pemerintah;

d. Pembayaran dari perusahaan asuransi kepada orang pribadi sehubungan dengan asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna, dan asuransi beasiswa;

e. Bagian laba yang diterima atau diperoleh anggota dari perseroan komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham-saham, persekutuan, perkumpulan, firma, dan kongsi.

2.3.2
Pengurang Penghasilan Bruto (Biaya)


Sebelum menghitung penghasilan yang dikenakan pajak, wajib pajak terlebih dahulu akan menentukan jumlah bruto kemudian menentukan pengurangan atau biaya/beban yang diperkenankan menurut peraturan perundang-undangan perpajakan. 

1. Pengurangan atau Biaya yang Diperkenankan (Deductible Expenses UU PPh Pasal 6 ayat 1)

a. Biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan, termasuk biaya pembelian bahan, biaya berkenaan dengan pekerjaan atau jasa termasuk upah, gaji, honorarium, bonus, gratifikasi, dan tunjangan yang diberikan dalam bentuk uang, bunga, sewa, royalti, biaya perjalanan, biaya pengolahan limbah, premi asuransi, biaya administrasi, dan pajak kecuali pajak penghasilan.

b. Penyusutan atas pengeluaran untuk memperoleh harta berwujud dan amortisasi atas pengeluaran untuk memperoleh hak dan atas biaya lain yang mempunyai masa manfaat lebih dari satu tahun.

c. Iuran kepada dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri keuangan.

d. Kerugian karena penjualan atau pengalihan harta yang dimiliki dan digunakan dalam perusahaan atau yang dimiliki untuk mendapatkan,  menagih, dan memelihara penghasilan.

e. Kerugian dari selisih kurs mata uang asing.

f. Biaya penelitian dan pengembangan perusahaan yang dilakukan Indonesia.

g. Biaya bea siswa, magang, dan pelatihan.

h. Piutang yang nyata-nyata tidak dapat ditagih, dengan syarat:

· Telah dibebankan sebagai biaya dalam laporan laba rugi komersial;

· Telah diserahkan perkara penagihannya kepada pengadilan Negeri atau Badan Urusan Piutang  dan Lelang Negara (BUPLN) atau adanya perjanjian tertulis mengenai panghapusan piutang/pembebasan utang antara kreditur dan debitur yang bersangkutan;

· Telah dipublikasikan dalam penerbitan umum atau khusus;

· Wajib pajak harus menyerahkan daftar piutang yang tidak dapat ditagih  kepada Direktorat Jenderal Pajak.

i. Kerugian tahun-tahun sebelumnya, dengan batas waktu maksimal (lima) tahun.

j. Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) bagi Wajib pajak dalam negeri orang pribadi.

2. Pengeluaran/Biaya yang Tidak Diperkenankan (Nondeductible Expenses UU PPh Pasal 9 ayat 1)

Pada dasarnya semua biaya boleh menjadi pengurang penghasilan dalam menghitung PPh terutang, kecuali:

1.
Biaya yang diatur dalam Pasal 9 UU PPh, Biaya-biaya tersebut antara lain:

a. Premi asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna, dan asuransi beasiswa, yang dibayar oleh wajib pajak orang pribadi, kecuali jika dibayar oleh pemberi kerja dan premi tersebut dihitung sebagai penghasilan wajib pajak yang bersangkutan.

b. Penggantian atau imbalan sehubungan dengan  pekerjaan atau jasa yang diberikan dalam bentuk natura dan kenikmatan, kecuali penyediaan makanan dan minuman seluruh pegawai secara bersama-sama di tempat usaha atau pekedaan, serta penggantian atau imbalan dalam bentuk natura dan kenikmatan di daerah tertentu dan yang berkaitan dengan pelaksanaan pekedaan yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan.

c. Harta yang dihibahkan, bantuan atau sumbangan, dan warisan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf a dan huruf b, kecuali zakat atas penghasilan yang nyata-nyata dibayarkan oleh wajib pajak orang pribadi pemeluk agama Islam dan atau wajib pajak Badan dalam negeri yang dimiliki oleh pemeluk agama Islam kepada Badan Amil Zakat atau Lembaga Amil Zakat yang dibentuk atau disahkan oleh Pemerintah.

d. Pajak penghasilan.
e. Sanksi administrasi berupa bunga, denda, dan kenaikan serta sanksi pidana berupa denda yang berkenaan dengan pelaksanaan perundang-undangan di bidang perpajakan.

2.
Biaya-biaya yang dikeluarkan atau pengeluaran biaya notaris pada saat penjualan tanah dan bangunan.

3. Biaya-biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh penghasilan yang bukan objek pajak.
4. Kerugian yang diderita di luar negeri.
5. Kerugian atas penjualan aktiva yang dimiliki wajib pajak tetapi tidak digunakan untuk kegiatan usaha 3M (Mendapatkan, Menagih, dan Memelihara). 

2.3.3 Cara Menghitung Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi



Dalam Undang-undang Pajak Penghasilan Indonesia dikenal dua golongan wajib pajak yaitu wajib pajak dalam negeri dan wajib pajak luar negeri. Bagi wajib pajak dalam negeri pada dasarnya terdapat dua cara untuk menentukan besarnya Penghasilan kena Pajak, yaitu dengan metode pembukuan dan Norma Penghitungan. Sedangkan bagi wajib pajak luar negeri penentuan besarnya Penghasilan Kena Pajak dibedakan antara wajib pajak luar negeri yang menjalankan usaha atau melakukan kegiatan suatu bentuk usaha tetap di Indonesia, dan wajib pajak luar negeri lainnya.
A. Tarif Pajak
Tarif pajak merupakan persentase tertentu yang digunakan untuk menghitung besarnya pajak penghasilan.
Sistem penerapan tarif pajak penghasilan sesuai dengan Pasal 17 UU PPh. Tarif pajak penghasilan untuk wajib pajak orang pribadi dalam negeri yaitu:

Tabel 2.1 Tarif Pajak Wajib Pajak Orang Pribadi
	Lapisan Penghasilan Kena Pajak
	Tarif Pajak

	Sampai dengan Rp 25.000.000
	5%

	Di atas Rp 25.000.000 s/d Rp 50.000.000
	10%

	Di atas Rp 50.000.000 s/d Rp 100.000.000
	15%

	Di atas Rp 100.000.000 s/d Rp 200.000.000
	25%

	Di atas Rp 200.000.000
	35%


 Catatan: Dalam penerapan tarif pajak, jumlah PKP dibulatkan ke bawah dalam ribuan  rupiah penuh.
B. Cara Menghitung Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak Orang Pribadi yang menggunakan Pembukuan.

Penghitungan Penghasilan Kena Pajak untuk wajib pajak orang pribadi yang menggunakan pembukuan sama dengan wajib pajak badan tetapi masih dikurangi lagi dengan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP).


Dalam hal terdapat rugi tahun sebelumnya yang masih dapat dikompensasikan, maka:


Jika terdapat penghasilan lain selain dari usaha, penghasilan tersebut akan ditambahkan dengan penghasilan dari usaha setelah dikurangi dengan biaya untuk mendapatkan, menagihkan, dan memelihara penghasilan tersebut.
C.
Cara Menghitung Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak Orang Pribadi yang Menggunakan Norma Penghitungan

Pada dasarnya semua wajib pajak harus menyelenggarakan pembukuan. Namun disadari bahwa tidak semua wajib pajak mampu menyelenggarakan pembukuan. Oleh karena itu, bagi wajib pajak orang pribadi yang menjalankan usaha atau melakukan pekerjaan bebas dengan jumlah peredaran tertentu, tidak diwajibkan untuk menyelenggarakan pembukuan. Syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk dapat menghitung besarnya penghasilan kena pajak berdasarkan norma penghitungan yaitu:
· Norma penghitungan penghasilan neto hanya boleh digunakan oleh wajib pajak orang pribadi yang peredaran brutonya kurang dari            Rp 600.000.000,00 setahun;

· Wajib pajak orang pribadi tersebut harus memberitahukan kepada Direktur Jenderal Pajak dalam jangka waktu 3 bulan pertama dari tahun pajak yang bersangkutan;

· Wajib pajak orang pribadi tersebut wajib menyelenggarakan pencatatan tentang peredaran brutonya sebagaimana diatur dalam UU KUP.

Oleh karena tidak menyelenggarakan pembukuan maka tidak ada rugi bagi wajib pajak tersebut, sehingga tidak ada pengakuan terhadap kompensasi kerugian dalam menghitung penghasilan kena pajak.


D.
Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP)

Untuk menghitung Penghasilan Kena Pajak (PKP) bagi wajib pajak orang pribadi dalam negeri, penghasilan netonya dikurangi dengan penghasilan tidak kena pajak. Yang boleh menjadi tanggungan adalah anggota keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus yang menjadi tanggungan sepenuhnya seperti orang tua ke atas dan anak lurus ke bawah, dan keluarga semenda dalam garis lurus yang menjadi tanggungan sepenuhnya. Seperti mertua, serta anak angkat. Yang boleh menjadi tanggungan adalah paling banyak adalah 3 (tiga) orang, yang anggota keluarga tidak mempunyai penghasilan dan seluruh hidupnya ditanggung oleh wajib pajak.

Menurut Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia                 Nomor: 564/KMK.03/2004 tentang Penyesuaian besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) dengan Keputusan Presiden Nomor 187/M/2004 Pasal 1 Besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang     Nomor 17 Tahun 2000, diubah menjadi sebagai berikut :
a. 
Rp 12.000.000 (dua belas juta rupiah) untuk diri wajib pajak.

b. 
Rp 1.200.000 (satu juta dua ratus ribu rupiah) tambahan untuk wajib pajak yang kawin.

c. 
Rp 12.000.000 (dua belas juta rupiah) tambahan untuk seorang isteri yang penghasilannya digabung dengan penghasilan suami.

d. 
Rp 1.200.000 (satu juta dua ratus ribu rupiah) tambahan untuk setiap anggota keluarga sedarah dan keluarga semenda dalam garis keturunan lurus serta anak angkat yang menjadi tanggungan sepenuhnya, paling banyak 3 (tiga) orang untuk setiap keluarga. 


Ketentuan tersebut mulai berlaku sejak Tahun Pajak 2005. Perubahan besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) yang selama ini berlaku dipandang tidak sesuai lagi dengan perkembangan di bidang perekonomian dan moneter serta harga kebutuhan pokok yang semakin meningkat.
2.3.4
Pengertian Pajak Penghasilan Pasal 25

Menurut Gustian Djuanda, Ardiansyah, dan Irwansyah Lubis dalam bukunya “Pajak Penghasilan Orang Pribadi”, pengertian Pajak Penghasilan Pasal 25 adalah:
“Angsuran pajak penghasilan yang harus dibayar sendiri oleh wajib pajak untuk setiap bulan dalam tahun pajak berjalan. Angsuran pajak penghasilan Pasal 25 tersebut dapat dijadikan sebagai kredit pajak terhadap pajak yang terutang atas seluruh penghasilan wajib pajak pada akhir tahun pajak yang dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan (SPT) tahunan pajak penghasilan”.
        (2003:67)
Besarnya angsuran dalam tahun berjalan yang harus dibayar sendiri oleh wajib pajak untuk setiap bulan (PPh 25) sama dengan pajak penghasilan yang terutang menurut SPT Tahunan PPh tahun pajak yang lalu dikurangi dengan:
· PPh yang dipotong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dan 23 serta PPh yang dipungut sebagaimana dimaksud dalam PPh Pasal 22; dan

· PPh yang dibayar/terutang di luar negeri yang boleh dikreditkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24. Dibagi 12 atau banyaknya bulan dalam bagian tahun pajak.

Penghitungan angsuran PPh Pasal 25 untuk Wajib Pajak Orang Pribadi:

Contoh:

PPh terutang berdasar SPT Tahunan PPh tahun 2002 Rp 50.000.000

Kredit pajak:


PPh Pasal 21
Rp 15.000.000


PPh Pasal 22
Rp 10.000.000


PPh Pasal 23
Rp   2.500.000


PPh Pasal 24
Rp   7.500.000


Total kredit pajak
 Rp 35.000.000 -
Dasar penghitungan angsuran


 Rp 15.000.000


Besarnya angsuran pajak yang harus dibayar sendiri oleh wajib pajak setiap bulan (PPh 25) dalam tahun 2003 adalah: Rp 15.000.000 : 12 = Rp 1.250.000

2.3.5
Penyetoran dan Pelaporan PPh Pasal 25
1. Pajak penghasilan Pasal 25 harus dibayar/disetorkan selambat-lambatnya tanggal 15 bulan takhwim berikutnya setelah masa pajak berakhir.

2. Wajib pajak diwajibkan untuk menyampaikan surat pemberitahuan masa selambat-lambatnya 20 hari setelah masa pajak berakhir dalam bentuk Surat Setoran Pajak (SSP) lembar ketiga.

2.3.6
Penghitungan PPh Pasal 25 dalam Hal-Hal Tertentu
Yang dimaksud dengan penghitungan PPh Pasal 25 dalam hal-hal tertentu adalah penghitungan PPh Pasal 25 dalam hal:

1. Wajib pajak berhak atas kompensasi kerugian;

2. Wajib pajak memperoleh penghasilan tidak teratur;
3. Surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan tahunan pajak penghasilan tahun yang lalu disampaikan setelah lewat batas waktu yang ditentukan;
4. Wajib pajak diberikan perpanjangan jangka waktu penyampaian surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan;

5. Wajib pajak membetulkan sendiri surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan yang mengakibatkan angsuran bulanan lebih besar dari angsuran bulanan sebelum pembetulan;
6. Terjadi perubahan keadaan usaha atau kegiatan wajib pajak.   

2.3.7
Fiskal Luar Negeri
Fiskal Luar Negeri merupakan pajak yang dibayar oleh orang pribadi yang akan bertolak ke luar negeri. FLN tersebut merupakan angsuran PPh dalam tahun berjalan (PPh Pasal 25) yang dapat dikreditkan dengan jumlah PPh terutang pada akhir tahun dalam SPT Tahunan PPh WP Orang Pribadi untuk tahun pajak yang bersangkutan. Apabila pembayaran FLN bagi karyawan yang akan bertolak ke luar negeri dalam rangka dinas ditanggung pemberi kerja maka FLN tersebut dapat dikreditkan oleh pemberi kerja terhadap PPh yang terutang dalam SPT Tahunan pemberi kerja untuk tahun pajak yang bersangkutan dengan syarat SSP atau Tanda Bukti Pembayaran Fiskal Luar Negeri (TBPFLN) dicantumkan Nama karyawan qq Nama Pemberi Kerja (Perusahaan) dan NPWP yang dicantumkan adalah NPWP pemberi kerja. 
Besarnya tarif Fiskal Luar Negeri berdasarkan Peraturan Pemerintah No.17 Tahun 1998 adalah sebagai berikut:
a. Rp 1.000.000,00 bagi setiap orang untuk setiap kali bertolak keluar negeri dengan menggunakan pesawat udara.

b. Rp 500.000,00 bagi setiap orang untuk setiap kali bertolak keluar negeri dengan menggunakan kapal laut.

c. Rp 200.000,00 bagi setiap orang untuk setiap kali bertolak keluar negeri dengan melalui darat.
2.4 Rekonsiliasi Fiskal
Dalam menentukan penghasilan dan biaya antara SAK dan UU PPh, terdapat persamaan dan perbedaan. Perbedaannya dilakukan koreksi fiskal atau rekonsiliasi fiskal sehingga dapat disusun laporan keuangan fiskal.

Perbedaan antara akuntansi komersial dan akuntansi fiskal adalah sebagai berikut:

A. Beda Tetap

1. Penerimaan yang menurut Akuntansi merupakan penghasilan sedangkan menurut PPh bukan objek pajak. Perbedaan ini menguntungkan WP, karena memperkecil penghasilan kena pajak dan PPh terutang.

2. Pengeluaran yang menurut Akuntansi merupakan beban, sedangkan menurut PPh tidak boleh dikurangkan dari penghasilan bruto.
3. Beda tetap yang disebabkan tidak terpenuhi syarat-syarat khusus. Misalnya:

a. Biaya perjalanan

Biaya perjalanan yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto adalah biaya perjalanan pegawai perusahaan untuk kepentingan perusahaan yang dilengkapi bukti-bukti atau dokumen yang sah.

b. Biaya promosi
Biaya promosi yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto adalah yang didukung bukti pemuatan iklan, pemasangan, pembuatan barang-barang promosi, dan harus dibedakan dengan sumbangan.

c. Biaya entertainment
Biaya yang dikeluarkan adalah benar dikeluarkan (formal), ada hubungannya dengan usaha atau kegiatan WP dan dibuatkan daftar normatif.

d. Biaya penelitian dan pengembangan

Adalah yang dilakukan di Indonesia, yang dilakukan di luar negeri tidak dapat dikurangkan dari penghasilan bruto.

e. Biaya komisi

Biaya komisi yang didukung bukti-bukti yang sah.

f. Kerugian piutang

Selain Bank dan sewa guna usaha dengan hak opsi, hanya diperkenankan dengan metode langsung yaitu piutang yang nyata-nyata tidak dapat tertagih dan dibuatkan daftar normatif.

4. Beda tetap yang disebabkan karena praktek akuntansi yang kurang sehat, secara akuntansi bukan merupakan beban, yaitu:

a. Keperluan pribadi pemegang saham atau pemilik dan keluarganya yang dibayar perusahaan dan oleh perusahaan dibukukan sebagai beban usaha.
b. Keperluan pribadi pegawai perusahaan yang dibayar perusahaan.

c. Sumbangan/bantuan
B. Beda Waktu
Beda waktu merupakan perbedaan metode yang digunakan di dalam akuntansi dan fiskal, misalnya:

a. Penyusutan,
Penghitungan penyusutan setiap tahun untuk metode garis lurus adalah harga perolehan di bagi masa manfaat. Jika terdapat nilai residu maka tidak boleh dikurangkan dari harga perolehan. Penghitungan penyusutan setiap tahun untuk metode saldo menurun adalah tarif penyusutan dikalikan nilai sisa buku. Untuk memberikan kepastian hukum bagi WP dalam melakukan penyusutan atas pengeluaran harta berwujud, Pasal 11 Undang-undang No.17 Tahun 2000 mengatur masa manfaat harta berwujud dan tarif penyusutan baik menurut metode garis lurus maupun metode saldo menurun. Masa manfaat dan tarif penyusutan harta berwujud diatur sebagai berikut:

Tabel 2.2 Tarif penyusutan 
	Kelompok Harta Berwujud
	Masa Manfaat
	Tarif Penyusutan

	
	
	Garis Lurus
	Saldo Menurun

	I.  Bukan Bangunan:
	 
	 
	 

	a. Kelompok I
	4 tahun
	25%
	50%

	b. Kelompok II
	8 tahun
	12,5%
	25%

	c. Kelompok III
	16 tahun
	6,25%
	12,5%

	d. Kelompok IV
	20 tahun
	5%
	10%

	II. Bangunan:
	 
	 
	 

	a. Permanen
	20 tahun
	5%
	           -   

	b. Non Permanen
	10 tahun
	10%
	           -   


b. Penilaian persediaan,

c. Penyisihan kerugian piutang,

d. Laba rugi selisih kurs.

2.5 Pemeriksaan Pajak

Undang-undang Perpajakan yang baru memberikan wewenang melakukan penelitian serta penyelidikan terhadap wajib pajak yang diduga kurang/tidak melaksanakan kewajiban perpajakannya atau terhadap wajib pajak yang meminta kelebihan pembayaran pajak.
2.5.1 Pengertian Pemeriksaan Pajak


Menurut Mardiasmo dalam bukunya yang berjudul “Perpajakan” Pemeriksaan pajak adalah:
“Serangkaian kegiatan yang mencari, mengumpulkan, mengolah data dan atau keterangan lainnya untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.” 
        (2002:34)
Sehingga dari pengertian dapat ditarik kesimpulan bahwa pemeriksaan pajak yaitu:

1. Pemeriksaan adalah kegiatan mencari, mengumpulkan, mengolah data atau keterangan lainnya yang berhubungan dengan penghitungan pajak penghasilan.

2. Pemeriksaan pajak dilakukan untuk mengetahui kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak.
3. Untuk mengetahui kejujuran wajib pajak dalam melaksanakan kewajibannya. 

2.5.2
Tujuan Pemeriksaan Pajak

1.
Menguji kepatuhan kewajiban perpajakan dalam rangka memberikan kepastian hukum, keadilan, dan pembinaan kepada wajib pajak, yang dapat dilakukan dalam hal:

a. Surat pemberitahuan menunjukan kelebihan pembayaran pajak, termasuk yang telah diberikan pengembalian pendahuluan kelebihan pajak.

b. Surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan menunjukan rugi.

c. Surat pemberitahuan tidak disampaikan atau disampaikan tidak pada waktu yang telah ditetapkan.

d. Surat pemberitahuan yang memenuhi kriteria seleksi yang ditentukan oleh Direktur Jenderal Pajak.

e. Ada indikasi kewajiban perpajakan selain kewajiban tersebut pada huruf c tidak dipenuhi.

2.
Tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan          perundang-undangan perpajakan, yang dapat dilakukan dalam hal:

a. Pemberian Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) secara jabatan.
b. Penghapusan nomor pokok wajib pajak.
c. Pengukuhan atau pencabutan pengusaha kena pajak.
d. Wajib pajak mengajukan keberatan.
e. Pengumpulan bahan guna penyusunan norma penghitungan penghasilan neto.
f. Pencocokan data dan atau keterangan.
g. Penentuan wajib pajak berlokasi di daerah terpencil.

h. Penentuan satu atau lebih tempat terutang pajak pertambahan nilai.

i. Pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan untuk tujuan lain selain a sampai dengan angka h.
Pada dasarnya, tujuan utama dari pemeriksaan pajak adalah dimaksudkan untuk menguji tingkat kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan yang telah dilaksanakan atas dasar sistem self assessment, yang secara operasional dilaksanakan melalui upaya:

1. Peningkatan pelayanan terhadap wajib pajak dalam hal Surat Pemberitahuan (SPT) dari wajib pajak menunjukan adanya kelebihan bayar untuk diperhitungkan sebagai piutang pajak;

2. Pengawasan dan pembinaan kepatuhan pemenuhan kewajiban dalam memenuhi ketentuan perundang-undangan perpajakan;

3. Pengujian terhadap kelengkapan maupun kebenaran material atas pengisian Surat Pemberitahuan dari wajib pajak;

4. Penentuan kepastian tentang kondisi wajib pajak yang sebenarnya, baik dari segi administrasi maupun potensi fiskalnya.

2.5.3
Mekanisme Pemeriksaan Pajak


Menurut Erly Suandy dalam bukunya yang berjudul “Perencanaan Pajak” Kerangka pemikiran tentang pemeriksaan pajak sebagai tindakan pengawasan terhadap pelaksanaan sistem self assessment, merupakan manifestasi dari adanya upaya pemberdayaan terhadap wajib pajak dalam kaitannya dengan kepatuhan, secara sederhana dapat divisualisasi pada gambar 2.1 
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                                   (2001:102)

Gambar 2.1 Mekanisme Pemeriksaan Pajak Sebagai Tindakan Pengawasan Terhadap Pelaksanaan Sistem Self Assessment
2.5.4 Ruang Lingkup dan Jangka Waktu Pemeriksaan Pajak

Ruang lingkup pemeriksaan terdiri dari:
a. 
Pemeriksaan Lapangan

· Pemeriksaan lapangan meliputi suatu jenis pajak atau seluruh jenis pajak, untuk tahun berjalan dan atau tahun-tahun sebelumnya dan atau untuk tujuan lain yang dilakukan di tempat wajib pajak.
· Pemeriksaan Lapangan dapat dilaksanakan dengan pemeriksaan lengkap atau pemeriksaan sederhana.

· Jika dilakukan pemeriksaan lengkap, jangka waktunya adalah 2 (dua) bulan dan dapat diperpanjang menjadi paling lama 8 (delapan) bulan.

· Jika dilakukan pemeriksaan sederhana, jangka waktunya adalah 1 (satu) minggu dan dapat diperpanjang menjadi paling lama 6 (enam) minggu.

· Pemeriksaan Lapangan berkenaan dengan ditemukannya indikasi adanya unsur transfer pricing, yang memerlukan pemeriksaan yang lebih mendalam serta memerlukan waktu yang lebih lama dilaksanakan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun. Jangka waktu pelaksanaan pemeriksaan ini tidak berlaku jika pemeriksaan dilakukan berkenaan dengan surat pemberitahuan yang menyatakan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak.

b.
Pemeriksaan Kantor

· Pemeriksaan kantor meliputi suatu jenis pajak tertentu baik tahun berjalan dan atau tahun-tahun sebelumnya yang dilakukan di kantor Direktorat Jenderal Pajak.

· Pemeriksaan kantor hanya dapat dilakukan dengan pemeriksaan sederhana, yang dilaksanakan dalam jangka waktu 4 (empat) minggu dan dapat diperpanjang menjadi paling lama 6 (enam) minggu.

· Apabila dalam pelaksanaan pemeriksaan tersebut ditemukan indikasi adanya transaksi yang mengandung unsur transfer pricing, maka lingkup pemeriksaan ditingkatkan menjadi Pemeriksaan Lapangan.

2.5.5
Jenis dan Prioritas Pemeriksaan Pajak 


Jenis pemeriksaan terdiri dari:

1) Pemeriksaan rutin, yaitu pemeriksaan yang bersifat rutin dilakukan terhadap wajib pajak sehubungan dengan pemenuhan hak dan kewajiban perpajakan wajib pajak yang bersangkutan.

2) Pemeriksaan khusus, yaitu pemeriksaan yang dilakukan terhadap wajib pajak berkenaan dengan adanya masalah/keterangan yang secara khusus berkaitan dengan wajib pajak yang bersangkutan.

3) Pemeriksaan bukti permulaan, yaitu pemeriksaan yang dilakukan terhadap wajib pajak untuk mendapatkan bukti permulaan tentang adanya dugaan telah terjadi tindak pidana di bidang perpajakan.

4) Pemeriksaan wajib pajak lokasi, yaitu pemeriksaan yang dilakukan terhadap cabang, perwakilan, pabrik atau tempat usaha dari wajib pajak domisili, yang lokasinya berada di luar wilayah kerja unit pelaksana pemeriksaan wajib pajak domisili.

5) Pemeriksaan tahun berjalan, yaitu pemeriksaan terhadap wajib pajak yang dilakukan dalam tahun berjalan untuk jenis-jenis pajak tertentu dan untuk mengumpulkan data atau keterangan atas kewajiban pajak lainnya.

Prioritas pemeriksaan ditetapkan sebagai berikut:

1) Pemeriksaan rutin terhadap SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Orang Pribadi atau Badan yang menyatakan lebih bayar atau SPT Tahunan PPh Pasal 21 yang menyatakan lebih bayar atau SPT Masa PPN yang menyatakan meminta pengembalian kelebihan pembayaran pajak.

2) Pemeriksaan bukti permulaan

3) Pemeriksaan wajib pajak lokasi

4) Pemeriksaan khusus

5) Pemeriksaan rutin selain pemeriksaan rutin sebagaimana dimaksud pada poin 1 di atas.

2.5.6 Norma Pemeriksaan Pajak


Pemeriksaan dilakukan dengan berpedoman pada norma pemeriksaan yang berkaitan dengan pemeriksaan pajak, pemeriksa pajak, pelaksanaan pemeriksaan dan wajib pajak.

a. Norma Pemeriksaan yang berkaitan dengan pemeriksa dan pemeriksaan pajak. Norma Pemeriksaan yang berkaitan dengan pemeriksa pajak dalam rangka pemeriksa lapangan adalah sebagai berikut:

1) Pemeriksa pajak harus memiliki Tanda Pengenal Pemeriksa dan dilengkapi dengan surat perintah pemeriksaan pada waktu melakukan pemeriksaan;

2) Pemeriksa pajak wajib memberitahukan secara tertulis bahwa akan dilakukan pemeriksaan kepada wajib pajak;
3) Pemeriksa pajak wajib memperlihatkan Tanda Pengenal Pemeriksa dan surat perintah pemeriksaan kepada wajib pajak;

4) Pemeriksa pajak wajib menjelaskan maksud dan tujuan pemeriksaan kepada wajib pajak yang akan diperiksa;

5) Pemeriksa pajak wajib membuat Laporan Pemeriksaan Pajak;

6) Pemeriksa pajak wajib memberi petunjuk kepada wajib pajak mengenai penyelenggaraan pembukuan atau pencatatan dan petunjuk lainnya mengenai pemenuhan kewajiban perpajakan sehubungan dengan periksa yang dilakukan dengan tujuan agar penyelenggaraan pembukuan atau pencatatan dan pemenuhan kewajiban perpajakan dalam tahun-tahun selanjutnya dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
7) Pemeriksa pajak wajib mengembalikan buku-buku, catatan-catatan, dan dokumen pendukung lainnya yang dipinjam dari wajib pajak paling lama 14 (empat belas) hari sejak selesainya pemeriksaan;

8) Pemeriksa pajak dilarang memberitahukan kepada pihak lain yang tidak berhak tentang segala sesuatu yang diketahui atau diberitahukan kepadanya oleh wajib pajak dalam rangka pemeriksaan.

Wewenang pemeriksa pajak dalam melakukan pemeriksaan lapangan adalah:

1) Memeriksa dan atau meminjam buku-buku, catatan-catatan, dan dokumen-dokumen pendukung lainnya termasuk keluaran atau media komputer dan perangkat elektronik pengolah data lainnya;

2) Meminta keterangan lisan dan atau tertulis dari wajib pajak yang diperiksa;

3) Memasuki tempat atau ruangan yang diduga merupakan tempat menyimpan dokumen, uang, barang, yang dapat memberi petunjuk tentang keadaan usaha wajib pajak dan atau tempat-tempat lain yang dianggap penting serta melakukan pemeriksaan di tempat-tempat tersebut;
4) Melakukan penyegelan tempat atau ruangan tersebut di atas, apabila wajib pajak atau wakil atau kuasanya tidak memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan dimaksud, atau tidak ada di tempat pada saat pemeriksaan dilakukan;
5) Meminta keterangan dan atau data yang diperlukan dari pihak ketiga yang mempunyai hubungan dengan wajib pajak yang diperiksa.

Norma pemeriksaan yang berkaitan dengan pemeriksa pajak dalam rangka pemeriksaan kantor adalah sebagai berikut:

1) Pemeriksa pajak, dengan menggunakan surat panggilan yang ditandatangani oleh Kepala Kantor yang bersangkutan, memanggil wajib pajak untuk datang ke Kantor Direktorat Jenderal Pajak yang ditunjuk dalam rangka pemeriksaan;

2) Pemeriksa pajak wajib menjelaskan maksud dan tujuan pemeriksaan kepada wajib pajak yang akan diperiksa;

3) Pemeriksa pajak wajib membuat laporan pemeriksaan pajak;

4) Pemeriksa pajak wajib memberitahukan secara tertulis kepada wajib pajak tentang hasil pemeriksaan berupa hal-hal yang berbeda antara surat pemberitahuan dengan hasil pemeriksaan;

5) Pemeriksa pajak wajib memberi petunjuk kepada wajib pajak mengenai penyelenggaraan pembukuan atau pencatatan dan petunjuk lainnya mengenai pemenuhan kewajiban perpajakan sehubungan dengan pemeriksaan yang dilakukan dengan tujuan agar penyelenggaraan pembukuan atau pencatatan dan pemenuhan kewajiban perpajakan dalam tahun-tahun selanjutnya dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

6) Pemeriksa pajak wajib mengembalikan buku-buku, catatan-catatan, dan dokumen pendukung lainnya yang dipinjam dari wajib pajak paling lama 7 (tujuh) hari sejak selesainya pemeriksaan;

7) Pemeriksa pajak dilarang memberitahukan kepada pihak lain yang tidak berhak segala sesuatu yang diketahui atau diberitahukan kepadanya oleh wajib pajak dalam rangka pemeriksaan.
Wewenang pemeriksa pajak dalam melakukan pemeriksaan kantor:

1) Memeriksa dan atau meminjam buku-buku dan catatan-catatan wajib pajak;

2) Meminta keterangan lisan dan atau tertulis dari wajib pajak yang diperiksa;

3) Meminta keterangan dan atau data yang diperlukan dari pihak ketiga yang mempunyai hubungan dengan wajib pajak yang diperiksa.

b. Norma Pemeriksaan yang berkaitan dengan pelaksanaan pemeriksaan adalah sebagai berikut:

1) Pemeriksaan dapat dilakukan oleh seorang atau lebih Pemeriksa Pajak;

2) Pemeriksaan dilaksanakan di Kantor Direktorat Jenderal Pajak, di Kantor wajib pajak atau di Kantor lainnya atau di pabrik atau di tempat usaha atau di tempat pekerjaan bebas atau di tempat tinggal wajib pajak atau di tempat lain yang ditentukan oleh Direktur Jenderal Pajak;

3) Pemeriksaan dilaksanakan pada jam kerja dan apabila dipandang perlu dapat dilanjutkan di luar jam kerja;

4) Hasil pemeriksaan dituangkan dalam kertas kerja pemeriksaan;

5) Laporan pemeriksaan pajak disusun berdasarkan kertas kerja pemeriksaan;

6) Hasil pemeriksaan lapangan yang seluruhnya disetujui wajib pajak atau kuasanya, dibuatkan surat pernyataan tentang persetujuan tersebut dan ditandatangani oleh wajib pajak yang bersangkutan atau kuasanya;

7) Terhadap temuan sebagai hasil Pemeriksaan Lengkap yang tidak atau tidak seluruhnya disetujui oleh wajib pajak, dilakukan pembahasan akhir hasil pemeriksaan dan dibuatkan Berita Acara Hasil Pemeriksaan;

8) Berdasarkan Laporan Pemeriksaan Pajak, diterbitkan surat ketetapan pajak dan surat tagihan pajak, kecuali pemeriksaan dilanjutkan dengan tindakan penyidikan.

c.
Norma pemeriksaan yang berkaitan dengan wajib pajak adalah sebagai berikut:

1) Dalam hal Pemeriksaan Lapangan
· Wajib pajak berhak meminta kepada pemeriksa pajak untuk memperlihatkan Surat Perintah Pemeriksaan dan Tanda Pengenal Pemeriksa;

· Wajib pajak berhak meminta kepada pemeriksa pajak untuk memberikan penjelasan tentang maksud dan tujuan pemeriksaan.

2) Dalam hal Pemeriksaan Kantor

· Wajib pajak wajib memenuhi panggilan untuk datang menghadiri pemeriksaan sesuai dengan waktu yang ditentukan;

· Wajib pajak wajib memenuhi permintaan peminjaman buku-buku, catatan-catatan, dan dokumen-dokumen yang diperlukan untuk kelancaran pemeriksaan dan memberikan keterangan dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari sejak tanggal surat permintaan, dan apabila permintaan tersebut tidak dipenuhi oleh wajib pajak, maka pajak yang terutang dapat dihitung secara jabatan;

· Wajib pajak berhak meminta kepada pemeriksa pajak rincian yang berkenaan dengan hal-hal yang berbeda antara hasil pemeriksaan dengan surat pemberitahuan;

· Wajib pajak atau kuasanya wajib menandatangani surat pernyataan persetujuan apabila seluruh hasil pemeriksaan disetujui.

3) Dalam hal Pemeriksaan lengkap

· Wajib pajak atau kuasanya wajib menandatangani Berita Acara Hasil Pemeriksaan apabila hasil pemeriksaan tersebut tidak atau tidak seluruhnya disetujui.
Dalam rangka pelaksanaan pemeriksaan wajib pajak wajib melaksanakan ketentuan sebagai berikut:

· Memperlihatkan dan atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya, dokumen lain yang berhubungan dengan penghasilan yang diperoleh, kegiatan usaha, pekerjaan bebas wajib pajak, atau objek pajak yang terutang pajak;
· Memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruang yang dipandang perlu dan memberi bantuan guna kelancaran pemeriksaan;
· Memberikan keterangan yang diperlukan.

2.5.7 Pedoman Pemeriksaan Pajak


Pelaksanaan pemeriksaan didasarkan pada pedoman pemeriksaan pajak yang meliputi Pedoman Umum Pemeriksaan Pajak, Pedoman Pelaksanaan Pemeriksaan Pajak, dan Pedoman Laporan Pemeriksaan.



Pedoman umum pemeriksaan adalah sebagai berikut:

a.
Pemeriksaan dilaksanakan oleh pemeriksa pajak yang:

· Telah mendapat pendidikan teknis yang cukup dan memiliki ketrampilan sebagai pemeriksa pajak;

· Bekerja dengan jujur, bertanggung jawab, penuh pengabdian, bersikap terbuka, sopan, dan objektif, serta menghindarkan diri dari perbuatan tercela;

· Menggunakan keahliannya secara cermat dan seksama serta memberikan gambaran yang sesuai dengan keadaan sebenarnya tentang wajib pajak;
b.
Temuan hasil pemeriksaan dituangkan dalam kertas kerja pemeriksaan sebagi bahan untuk menyusun Laporan Pemeriksaan Pajak.



Pedoman pelaksanaan pemeriksaan adalah sebagai berikut:

a. Pelaksanaan pemeriksaan harus didahului dengan persiapan yang baik, sesuai dengan tujuan pemeriksaan, dan mendapat pengawasan yang seksama;

b. Luas pemeriksaan ditentukan berdasarkan petunjuk yang diperoleh yang harus dikembangkan melalui pencocokan data, pengamatan, tanya jawab, dan tindakan lain berkenaan dengan pemeriksaan;
c. Pendapat dan kesimpulan pemeriksa pajak harus berdasarkan pada temuan yang kuat dan berlandaskan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.



Pedoman Laporan Pemeriksaan Pajak adalah sebagai berikut:

a. Laporan pemeriksaan disusun secara ringkas dan jelas, memuat ruang lingkup sesuai dengan tujuan pemeriksaan, memuat kesimpulan pemeriksa pajak yang didukung temuan yang kuat tentang ada tidaknya penyimpangan terhadap peraturan perundang-undangan perpajakan, dan memuat pula pengungkapan informasi lain yang terkait.

b. Laporan Pemeriksaan Pajak yang berkaitan dengan pengungkapan penyimpangan surat pemberitahuan harus memperhatikan Kertas Kerja Pemeriksaan antara lain mengenai:

· Berbagai faktor perbandingan;
· Nilai absolut dari penyimpangan;

· Sifat dari penyimpangan;

· Petunjuk atau temuan adanya penyimpangan;

· Pengaruh penyimpangan;

· Hubungan dengan permasalahan lainnya.

c.
Laporan Pemeriksaan Pajak harus didukung oleh daftar yang lengkap dan rinci sesuai dengan tujuan pemeriksaan.

2.5.8 Tata Cara Pemeriksaan Pajak 


Pemeriksaan dilakukan dengan berpedoman pada norma pemeriksaan yang berkaitan dengan pemeriksa pajak, pemeriksaan dan wajib pajak. Pemeriksaan dilaksanakan oleh pemeriksa pajak yang tergabung dalam Tim Pemeriksa Pajak yang susunannya terdiri dari seorang supervisor, seorang Ketua Tim dan seorang atau lebih anggota.


Pemeriksaan dilaksanakan pada jam hari kerja sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan jika dipandang perlu, dapat dilanjutkan di luar jam/hari kerja. Apabila pada saat dilakukan pemeriksaan wajib pajak atau wakil atau kuasa wajib pajak tidak ada di tempat, maka pemeriksaan tetap dapat dilangsungkan sepanjang ada pihak lain yang dapat dan mempunyai kewenangan untuk berlaku selaku yang mewakili wajib pajak, terbatas untuk hal yang menjadi kewenangannya, dan selanjutnya pemeriksaan ditunda untuk dilanjutkan pada kesempatan berikutnya. Sebagai upaya pengamanan, maka sebelum pemeriksaan ditunda pemeriksa pajak dapat melakukan penyegelan tempat atau ruangan tertentu yang diduga merupakan tempat menyimpan dokumen, uang atau barang yang dapat memberi petunjuk tentang keadaan usaha wajib pajak.



Pemeriksaan pajak dilakukan berdasarkan Surat Perintah Pemeriksa Pajak (SP3). Dalam hal pemeriksaan dilaksanakan melalui PL atau PSL, SP3nya dilampiri dengan surat pemberitahuan pemeriksaan pajak yang harus disampaikan kepada wajib pajak. Pemeriksaan dinyatakan dimulai apabila surat pemberitahuan pemeriksaan pajak telah diterima oleh wajib pajak.



Apabila wajib pajak atau wakil atau kuasa wajib pajak menolak untuk diperiksa, maka wajib pajak atau wakil atau wajib pajak yang bersangkutan harus menandatangani surat pernyataan penolakan pemeriksaan pajak. Wajib pajak yang menolak untuk diperiksa diperlakukan sebagai wajib pajak yang melanggar ketentuan umum dan tata cara perpajakan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 1994, yaitu bahwa wajib pajak dengan sengaja tidak menyelenggarakan pembukuan atau pencatatan, tidak memperlihatkan atau tidak meminjamkan buku, catatan atau dokumen lainnya, sehingga terhadap wajib pajak tersebut dapat dilakukan tindakan penyidikan.



Hasil pemeriksaan harus diberitahukan secara tertulis kepada wajib pajak. Dalam PSL dan PL, wajib pajak diberi kesempatan untuk memberikan tanggapan terhadap hasil pemeriksaan dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari sejak diterimanya surat pemberitahuan hasil pemeriksaan. Dalam hal wajib pajak tidak setuju atas sebagian atau seluruh hasil pemeriksaan, wajib pajak dapat menyampaikan sanggahan dengan dilampiri dengan bukti-bukti pendukung sanggahan tersebut. Tanggapan atas hasil pemeriksaan harus dibahas oleh Tim Pemeriksa Pajak sebagai bahan persiapan dalam melakukan pembahasan akhir hasil pemeriksaan (closing conference). Kebijakan pemeriksaan tahun 2000 mengatur bahwa pada saat pelaksanaan pembahasan akhir hasil pemeriksaan, wajib pajak dapat didampingi oleh Konsultan Pajak yang diberi kuasa atau Akuntan Publik yang melakukan audit terhadap laporan keuangan wajib pajak untuk tahun pajak yang sedang diperiksa.



Dalam hal masih terdapat perbedaan yang signifikan antara hasil pemeriksaan dan tanggapan wajib pajak, maka wajib pajak dapat mengajukan permohonan kepada Kepala Unit Pelaksana Pemeriksaan Pajak agar perbedaan tersebut dibahas terlebih dahulu oleh Tim Pembahas. Kesimpulan dari pembahasan akhir hasil pemeriksaan merupakan bagian yang terpisah dari laporan pemeriksaan pajak.



Hasil pemeriksaan harus dituangkan dalam Laporan Pemeriksaan Pajak (LPP) secara rinci, ringkas, jelas, memuat ruang lingkup sesuai dengan tujuan pemeriksaan, memuat kesimpulan pemeriksaan pajak yang di dukung bukti yang kuat tentang ada atau tidak adanya penyimpangan terhadap peraturan perundang-undangan perpajakan dan memuat pula pengungkapan informasi lain yang diperlukan dalam pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Terhadap hasil pemeriksaan yang tidak atau tidak seluruhnya disetujui wajib pajak, dilakukan pembahasan akhir hasil pemeriksaan. Berdasarkan LPP diterbitkan surat ketetapan pajak dan surat tagihan pajak.




























Penghasilan Kena Pajak = Penghasilan Neto – PTKP 


(% Norma Penghitungan Penghasilan Neto x Peredaran Usaha) – PTKP 





Penghasilan Kena Pajak =Penghasilan Neto – Kompensasi Kerugian – PTKP


(Penghasilan bruto – Pengurang/biaya yang diperkenankan) – Kompensasi Kerugian – PTKP 





Penghasilan Kena Pajak = Penghasilan Neto – PTKP


(Penghasilan bruto – Pengurang/biaya yang diperkenankan sesuai dengan UU PPh) – PTKP
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